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Abstrak

Polri sebagai penyidik berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana
penganiayaan, sehingga dituntut untuk mengungkap kasus dengan menemukan
tersangkanya untuk diajukan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana
penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hambatan yang
dihadapi penyidik penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia serta solusinya.

Metode pendekatan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah
deskriptif analitis, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.
Metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan,
sedangkan metode analisis data adalah. kualitatif. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori peran dai ‘

Berdasarkan hasil pe disimpulkan bahwa peran penyidik
dalam penyelesaian ti H‘*.:“ yang mengakibatkan korban
meninggal dunia sangat enyidik adalah garda terdepan
yidikan merupakan dasar

bagi jaksa pe 3
akan menjadi ¥ad : 3 2-Hambatan yang
dihadapi' é enyelesaie 13 Janiayaan yang
mengakiba : p patd
sudah beru
dari pihak p

,Qn. ] % Al Syarakat yang mau
dijadikan ""‘a‘ an -3 % Ada tuk mengatasinya
adalah mengh m "ﬁ asyars 2ngamankan tempat
kejadian perkare aSipeiil

anga neyakinkan keluarga
korban bahwa'-._ L m !'ﬁI"‘*’ nelaku penganiayaan,

memberikan pems m W I gg l@ ﬁ."& / an masyaakat menjadi

saksi dan perlind I aksi dengan pendekatan

persuasif, wfﬁbm# /

\ /
Kata kunci : peran; penyidik; tlrfdak"brdana-pengamay'aan; meninggal dunia.
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ABSTRACT

The Indonesian National Police as investigators play an important role in
resolving criminal acts of abuse, so they are required to uncover cases by finding
suspects to be brought to court. This study aims to determine and analyze the role
of investigators in resolving criminal acts of abuse resulting in death, the obstacles
faced by investigators in resolving criminal acts of abuse resulting in death and
their solutions.

The approach method is sociological juridical, the research specification is
analytical descriptive, the data used consists of primary data and secondary data.
The method of data collection is throuh field studies and literature studies, while
the data analysis method is qualitative ~The theory used in this study is the theory

of roles and law enforcemen
Based on the res .: be concluded that the role of

investigators in  resol f &"".' esulting in death is very
important consi ering that investigators & ﬁ] sfiont of the criminal justice
s : ubI|c prosecutor to

g criminal acts of
e changed, the
ér to the victim's
nd witnesses who
are not coop —_——— 0'the community to

[ evidence, convince
rpetrators of abuse,
provide an und : dns of the community

to become witness 2Sses with a persuasive
approach. UiNi h 5 U LA /
etllaligsnlolelyinda |

Keywords: role; ih,l
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

khususnya Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Indonesia merupakan negara

ketertiban, yang mana hukum hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai

L Arief Gunawan & Andri Winjaya Laksana, Effectiveness of Law Enforcement in
Investigation of Criminal Acts of Corruption, Ratio Legis Journal (LRJ), Volume 2 No. 2, June
2023, him. 766

2 Hak Imunitas Advokat, http://hendriklawcommunity.blogspot.co.id, diakses 20 Agustus
2024.

3 Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa,HR. Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak
dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4 Edisi 5, September
2018, him. 40.

4 Ishag, 2012, Dasar-Dasar llmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 3.
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http://hendriklawcommunity.blogspot.co.id/2014/10/hak-imunitas-advokat.html

masyarakatnya.> Sehingga secara umum hukum harus ditaati oleh masyarakat
dan jika melanggarnya maka terdapat suatu ancaman berupa penggantian
kerugian ataupun pemidanaan.®

Pengaturan terkait dengan hukum pidana mengenai pelanggaran/
kejahatan beserta sanksi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), yang bertujuan secara umum untuk menyelenggarakan ketertiban

masyarakat. Sedangkan tujuan_<khususnya adalah untuk menanggulangi

5 atan dengan cara memberikan

S /
gé tindak pidana
arjadi, baik ditengah-

\ ®
tengah masye UME@EMLA
K m.{lhug I&@@":ﬂ:ﬂm?}?ﬂ#!@ yang cukup memperoleh

. | N
perhatian Indonesia. Dalam sejara

ehidupan manusia penganiayaan
merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan. Lahirnya tindak pidana
penganiayaan ini dampak dari perbedaan kepentingan dalam berinteraksi antar

manusia. Maraknya tindakan penganiayaan yang sering diberitakan merupakan

% Pujiyono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, him. 66

® Topo Santoso, 2020, Hukum Pidana: Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Depok,
him. 8.

" Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remidium atau Premum
Remidium, Jurnal Recidive, Vol. 2, No. 1, 2013, him. 39.



pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang
terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan
pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara
personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat
mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.®

Tindakan penganiayaan kepada pihak lain merupakan aktivitas manusia yang

Tindak

3108 5 nurut doktrin

¥ _
u N ﬁ g 5 ” JH n nyatakan bahwa bagi

"’"‘5!"’"*!4” I@?ﬁ?‘;ﬁ#’v‘éﬂ.-;&!‘.ﬂﬁ[@ mengakibatkan kematian,

apabila penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dilakukan

berencana maka diatur dalam Pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana penjara

8 Nur Atika Sari, Sudiyono, Ningrum Ambarsari, Peran Penyidik Kepolisian Dalam

Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Kota Martapura), Artikel,
https://eprints.uniska-bjm.ac.id, diakses 20 Agustus 2024.

° Friska Zailalita, Nurhafifah, Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Tanjungkarang Nomor 1316/Pid.B/2020/PN.TJK tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap
Ulama, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 6 No. 2, Mei 2022, him. 185.

10 Hasan Alwi, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, him. 35.


https://eprints.uniska-bjm.ac.id/

paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia termasuk tinggi, hal ini
sebagaimana data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri yang
mencatat bahwa pada tahun 2024 hingga pertengahan Juli terdapat kasus
kekerasan yang terdiri dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
sebanyak 5.683 kasus, kekerasan dengan senjata tajam atau premanisme

tercatat sebanyak 2.360 kasus, perganiayaan berat sebanyak 1.400 kasus, dan

pembunuhan hingg ayah hukum Polresta Banyumas kasus
; rf 023 tarca \1 sedangkan pada

ses peradilan

dengan proses
f
i

Pasal 1 angka 2

&9 .
U N i g@. w gld & am Undang-Undang ini

MJJ’*.‘.’E Iﬁgﬁ’fﬁﬂﬁl.mﬁﬁﬁﬂa} an bukti itu membuat

enemukan tersangkanya. '3
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara

yang tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

11 Ajeng Dwinta Ayuningtyas, Pencurian Jadi Aktivitas Kejahatan Paling Masif di Indonesia,
https://goodstats.id, diakses 20 Agustus 2024.

12 Syaiful Bakhri, 2015, Sistem Peradilan Pidana lindonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
him. 19.

13 Diah Ayu Lestari, Aris, Wahidin, Analisis Figih Jinayah terhadap Peranan Visum Et
Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan
No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin), Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, November
2022, him. 1



https://goodstats.id/

melakukan penegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat. Polri tidak hanya menjalankan penegakkan
hukum dan penegakan Kamtibmas, tetapi Polri tetapi juga mengayomi dan
melayani masyarakat secara langsung.'* Polri juga bertanggung jawab dalam
mengupayakan, mencegah, dan mengelimininasi®® dari setiap gejala yang
mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan Kketertiban di

masyarakat.

-. pengadilan,

a5 lah di luar

&9
\ UNISSULA
sal f“ﬂ"-l*li"«!;f 1@&“;3&-&1.-;%“[@ lam penyelesaian tindak

i

L1
pidana pengan?ayaan,_dTmana'pe Tk —ar untuk mengungkap kasus

dengan menemukan tersangkanya untuk diajukan ke pengadilan. Pada

prakteknya, ada kalanya dalam melakukan penyidikan, penyidik menemui

14 Adminpolri, Multi Peran Dijalani Polri di Masa Pandemi, https:/tribratanews.polri.go.id,
diakses 20 Agustus 2024.

15 A. Wahyurudhanto, Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA di
Bidang Polmas, Jurnal Iimu Kepolisian, Volume 12, Nomor 1 April 2018, him. 46.

16 Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice
Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, Jurnal
Daulat Hukum, Volume 1 Nomor 1, Maret 2018, him. 185.



https://tribratanews.polri.go.id/

hambatan dalam mengumpulkan bukti dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Hal ini berdampak pada penumpukan perkara dan proses poses pemeiksaan
yang lama. Oleh karenanya penyidik dituntut untuk profesional dalam
penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, sehingga mampu
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Peran

. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam penyelesaian
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi peran penyidik
dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan

korban meninggal dunia.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang peran
penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaaan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Manfaat praktis

arapkan dapat memberikan masukan

a. Bagi Polri, hasil peng ‘w\\

| &2
E. Kerangka P‘QI UN[SSU I-A
et/ Igml lelzadla

1. Peran

Peran  menurut Soerjono  Soekanto adalah  proses  dinamis
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu
peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan



karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.’
2. Penyidik
Penyidik dalam penelitian ini merujuk pada penyidik Polri.
Penyidik adalah “pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau
ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana”.!®

3. Penyelesaian

Penyelesaian berasal _dari

2

kata dasar selesai (peng-an + selesai),

5. Penganiayaa

Pengani asa Indonesia diartikan
sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan

sebagainya).?! Pengertian yang dimaksud dalam hukum pidana adalah yang

17 Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta h.

212.

18 M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, h.109.

19 Penyelesaian, https:/id.wiktionary.org/wiki/penyelesaian, diakses 18 Agustus 2024.

20 Sudarto, Hukum Pidana I, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang,
him. 41.

21 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/aniaya, diakses 18 Agustus 2024.



https://id.wiktionary.org/wiki/penyelesaian
https://kbbi.web.id/aniaya

berkenaan dengan tubuh manusia.
6. Korban
Korban kejahatan menurut Barda Nawawi Arief adalah seseorang
yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang
rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat
pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.??

7. Meninggal dunia

H;inggal mendapat awalan m

berpulang.?® Kematian

&
UNISSULA
Mi@ﬁbmu

sosiologi, psikelogi-dan-antre u-------vr----------- yakan perpaduan berbagai

ligunakan dalam dunia

teori, orientasi maupun disiplin ilmu.”? Elifsesen menjelaskan teori peran
adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial dengan beranggapan

bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari menjadi pemeran dari kategori

22 Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni,
Bandung, him. 84.
23 Meninggal, https://id.wiktionary.org/wiki/meninggal, diakses 20 Agustus 2024.
24 Kematian, https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian, diakses 20 Agustus 2024.
% Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, Teori- Teori Psikologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta,
him.215.



https://id.wiktionary.org/wiki/me-
https://id.wiktionary.org/wiki/tinggal
https://id.wikipedia.org/wiki/Biologis
https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian_otak
https://id.wiktionary.org/wiki/meninggal
https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian

yang didefinisikan secara sosial (misalnya, ibu, manajer, guru). Setiap
individu harus memenuhi dan menghadapi setiap peran sosial yang
merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku.?®
Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan
cara yang dapat diprediksi dan perilaku individu adalah konteks yang
spesifik.

Peran menurut Soerjong-Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu

Pengantar adalah proses edudukan (status). Apabila seseorang

K u W ﬁ g'ig u L ﬂ // { dalam skenario atau
situasi terts M’J‘l’f"—p ' %‘h\ﬂrwﬂ Jah

ebagian besar perilaku

ang melaksanakan peran
mereka, selayaknya aktor melaksanakan peran mereka di panggung dan
pemain sepak bola dilapangan, yang pada kenyataannya bisa diprediksi.?

Dalam hubungan dengan perilaku seseorang melalui pergaulan

% Elifsesen, Role Theory and Its Usefulness in Public Relations, European Journal of Business
and Social Sciences, Vol. 4, No. 01, April 2015, him.139

27 Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta,
him. 212.

28 bid.
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hidupnya, manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang
pada prinsipnya menuntut peran yang dilakoninya baik secara individu
maupun kelompok. Dengan demikian perilaku seseorang akan
mempengaruhi perannya dalam kelompok, tetapi tidak dapat dipungkiri
pula bahwa kelompok juga memiliki peran terhadap individu sehingga di

antara keduanya selalu saja saling ketergantungan sesuai norma-norma yang

U W@ a E‘:(-S U g i'& dapat dilakukan oleh

A
1
Peranar}'jnga—dapm‘dw 1perrfaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai

berikut :3°

29 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 211
%0 Ibid. him.242
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1. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena
kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti
pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok
kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat

berguna bagi kelompok itu sendiri. \

S

3. Peran pasif, adalah sumbaggan anggota kelompok yang bersifat pasif,

dimana anggota kelei

\. dari agar memberikan kesempatan

Siapa saja yang

i
i

dtau tidak melakukan

A

{ ‘;"I‘!‘f-u-'.'fg léﬂ%ﬁ?’:@n@.‘vfﬁ:{@- gakan hukum. Itu hanya
diartika}\—%tfagai—npay ara enegakan hukum tertentu untuk
menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai
seharusnya dan untuk memastikan itu diperkenakan untuk

menggunakan daya paksa.

% 1bid., h. 163.
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2) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan
dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian
diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai
pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban,
keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat,

artinya peranan yang nyata.

3) Peran yang dilakuka diri, merupakan norma atau aturan yang

seseorang dalam menjalankan dan

.?\[ yada tingkat sosial masyarakat.

N e g dakan dengan
/

/individu dalam

tuk mewujudkan ide-ide
tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial
menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian
hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap

13



hubungan hukum.3?

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu
usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.®® Proses perwujudan ide-ide itulah
yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan

dan ditegakan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Penegakan huk ak pada kegiatan menyerasikan hubungan

nilai-nilai yang /\ idah-kaidah yang mantap dan

¥
W w N g 5 @ u dal ﬁ lianggap pantas atau
mencipta @ ‘;"'uﬂ'y !é#"?!lﬁﬁu.gjﬁﬁabg-

i

|1
Menurut Hans Kalsen' VI yaitu pada realitanya

sesorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya

dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar

diterpakan serta dipatuhi.®* Maksud dari definisi tersebut adalah suatu

32 peter Mahmud Marzuki, 2012, Pengantar llmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, him.15

33 Satjipto Rahardjo, 2011, Penegakan Hukum Progresif, Ghalia Indonesia, Jakarta him. 14.

34 Soerjono Soekanto, 1993, Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar, Alumni, Bandung h. 8

% Jimly Asshiddigie dan Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kalsen Tentang Hukum, Jakarta:
Sekjen MK R, Jakarta, him.s 9
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peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila
masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan
hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:
a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan
peraturan undangan-undangan, apabila norma hukum yang mengatur

kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun

f
-. ﬁj ﬁ@ u @'Lg'. u  fe ir-it élan yang dipengaruhi
i\ el @*&hl‘.ﬁl..q::nb

aknya hukum, tercapainya

kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum
buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu
proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh
pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat
terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai

pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan

15



subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu
dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok
kecil orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut

Soerjono Soekanto adalah :*

a. Faktor hukumnya sendiri

angsung maupun

f
| dari Polisi, Jaksa,
/ Penasehat Hukum

“ noga g.-g Petlipas sipi asyarakatan.®
Gz At 14 *ﬂ@bl'elmh

a lain, mencakup tenaga
manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana

atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan

% Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rineka

Cipta, Jakarta, him. 8

7 Agus Riyanto, Loc.Cit
3 |bid.
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hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin
penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan
yang aktual.
d. Faktor masyarakat
Indonesia ditinjau dari sudut sosial dan budaya merupakan suatu

masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik

dengan ragam kebudayg aan yang berbeda. Seorang penegak

w N ﬁ g'ﬂiﬁ u l- ﬂ mMa atau kaidah-kaidah
ks Gt et |

e. Faktor W

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang

berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak
mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang
dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan

memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam

% 1bid
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faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai
yang ada di tengahnya masyarakat. Penegakan hukum harus juga dapat
memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi

tegaknya hukum.*

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

i
yang korbﬁa ]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek

penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

40 Ibid.
41 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penenlitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h.47.

18



sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan
untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu

fenomena yang terjadi di masyarakat.*2

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Data primer

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

42 M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif,
Yogyakarta :ar-Ruzz Media, Yogyakarta, him. 25.

4 Lexy Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,h.
135.

44 peter Mahmudi Marzuki, 2003, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, h. 141.
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¢) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere
Strafbepalingen™ (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI
Dahulu Nr 8 Tahun 1948

a) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

&9
“Wﬁﬁﬁﬂﬁﬂ.ﬁ
MM|@E&,ML@, /

4. Metode Pe

e,

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Studi lapangan
Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan obsersvasi.
1) Wawancara mendalam (in-dept interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,
percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

20



(interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan.*® Wawancara
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas
terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan
yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang
luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar
mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan

apabila dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan atau

jan-observasi tidak

)

dan pencatatan

da objek penelitian.

A t.

erhadap objek di
!

d sehingga observasi
dangkan observasi tidak

m'_l.-l...g,gl @pDMh /

0 SUTICHadiaiar i —ﬂ ) llIn ALCULT VO !ll'-'.lj d Ukan tldak pada Saat

berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki, misalnya
peristiwa tersebut diamati melalui rangkaian foto, rangkaian slide,
dan melalui film.*® Pada penelitian ini menggunakan metode

observasi langsung yaitu di Polresta Banyumas.

4 Lexy Moleong, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,

him. 135.

46 Muhammad Hasan dkk,2022, Penelitian limiah Kualitatif, CV. Tahta Media, Makassar,

him. 7
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b. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan
melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai

laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.*’

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis

)
UNISSULA

?%Fﬂ-e.k’l&;w?hllﬁw:meh.. cang masalah, rumusan
masal\:h,—miuarrpﬁneliti‘éh,- anfas itian, kerangka konseptual,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Polri,

tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana

47 M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, him. 27

4 Dari S. Nasution, 1986, Metode Penelitian Naturalistik, Tarsito, Bandung, him. 129.

4% Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
him. 25.
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penganiayaan, tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan menurut
Islam.

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini dianalisis mengenai peran penyidik dalam penyelesaian
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal
dunia di Polresta Banyumas dan hambatan dan solusi peran penyidik
dalam penyelesaian n pidana penganiayaan yang mengakibatkan

korban meninggald festa Banyumas.

\"\.

e

jail-0an saran.

UNISSULA
artllul/l £l leluinela
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Negera Republik Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan
Peraturan perundang-undangan.”°

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

%0 Sadjijono, 2008, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Laksbang Pressindo,
Yogyakarta, him.52.
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ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan,
bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki
heran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain

menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga

masih mengemban t 5,;//\\ .untuk pelayanan masyarakat untuk

i

=)
i kel fgadongan. Bl in scbagahana disampaikan oleh
L L ” W ; w0l w4
Satipto Raha = J.g Ii"d?uﬂw'ﬁ”lﬁ ajaran penegakan hukum,

%,
tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian tersendiri oleh karena

kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama
disebabkan oleh karena ia bisa disebut sebagai suatu badan yang bersifat
kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya
yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu
memelihra kontak-kontak yang intensif dengan lingkungan sosialnya.

Kualitas pekerjaan yang demikian itu berbeda sekali dengan yang
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dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa dan hakim.kedua badan terakhir ini
menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-
kontak langsung dan intensif dengan mereka. Oleh karena itu hakim dan
jaksa ingin saya sebut sebagai penegak hukum “gedongan”, sedangkan

polisi sebagai penegak hukum “jalanan”.>!

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Tahun 2002 tentang

$m M donesia merupakan salah satu
fungsi_pemierinta! % ﬁ s- an masyarakat dalam
& '\
ANEIET 0 egakiya nt /a ketentraman
tig ‘ c‘Ix) jan keté yarakat.

| ﬁn Pasal 3 beserta

/I

2002, Polri dalam

I'} UNISSULA
\mﬂ-ue.ylé;.&b

e denoan #k enalis At tohsT: ialah instansi dan/atau

badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan
perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi
kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat
khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (zaken gebied)

yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi

51 Suparmin, Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strenght
Weakness Opportunity Threat), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, him.6
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dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan
Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di
lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik pegawai negeri sipil
Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk

selaku penyidik e i wewenang untuk melakukan

--» penyidik bea cukai.

karsa” adalah

;J"

UNES b"‘-_'i‘. adan usahaidi bidang jasa pengamanan.

ﬂ"’l'lﬂ‘.mlfrdh&’vﬁ‘npﬁﬁ,ﬁ KI'kewenangan kepolisian

terbatas ~dalam llngklingan (teritoir gebied/ruimte
gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan
pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di
pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan
pengamanan pada pertokoan.

Fungsi kepolisian sangat terkait dengan tugas-tugas kepolisian.

Polisi adalah bagian kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara,
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alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya
dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada
dengan pertolongan dan paksaan.

Tugas Polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan
masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, kehormatan,
kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara.
Penegakan hukum yang ',,-m an oleh kepolisian ini bersifat represif.
Tugas represif terse m adl represif yustisial (penyidikan)
dan repre5|f g -ﬂ'* hh't-m! . tiban).5? Pada prinsipnya, jika

: & , ("\ jung tombak dalam

polisi dalam menangani
permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum

diatur dalam hukum

52 bid., hlm 143.

58 Kusfitono, Umar Ma’ruf dan Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 130/PUU-XI11/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember
2017, him.863.

% Sadjijono, Op.Cit., him. 17.
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3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat
polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan
kekuatan hukum dikalangan masyarakat

4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada
penindakan kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak

menimbulkan permasalahan.yang lebih besar sebelum di tangani oleh

asas preventif. Oleh

an yang terjadi dalam

&
UNISSULA /
el gaalitiol gl A8

apatkan perlindungan

engetahui kapan dan saat
seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam

masyarakat.

. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polri memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah sebagai
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berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. menegakan hukum, dan

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

| ¥
i CNNISSULA
5) Aol ! @d SnjAmIn keaman

6) melaku ' AWasa an—pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk
pengamanan swakarsa;

7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

lainnya;
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8) menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas
kepolisian;

9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia;

f
"dengan Peraturan

2002 tentan

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
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e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

15 ayat"'ll “w g0 W-_."‘;‘é:.i w 21 TRl ’/ tentang Kepolisian
Republik INIRREALAY |@:€b‘.ﬂal.«gtuebg-

a. membe}i‘kan—izi'n_darr :

kegiatan masyarakat lainnya;

keramaian umum dan

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap

badan usaha di bidang jasa pengamanan;
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memberikan izin dan malakukan pengawasan senjata api, bahan
peledak, dan senjata tajam;

. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus
dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik

dan memberantas kejahatan internasional;

melakukan pengawasan . f ional kepolisian terhadap orang asing

.f/

ilava tiengan koordinasi instansi terkait;

)
UWISSULA

L) L3
ﬂuﬁ-yléﬂe‘ﬂ“ﬁﬂmrﬁ*ﬁﬂ% ¢dahan, dan penyitaan;

emasuki tempat kejadian

perkara untuk kepentingan penyidikan;

membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
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f.  memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

I. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

J.  mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang

berwenang di tem -/\
.

an.imigrasi dalam keadaan mendesak

U N l @ JENee ang mengemban fungsi
pelayanan pu' gt .u.wa Iﬁ%du-u.-hqmui‘.ﬁ 1 pelayanan yang terbaik

kepada masyar?:rkat‘dmgan‘meh

dan profesional di bidangnya.>® Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, Polri

a Kesatuan yang proposional

bertugas dan berwenang untuk melakukan upaya penanggulanggan baik secara
preventif maupun represif. Salah satu terobosan Polri dalam penanggulangan

pelanggaran lalu lintas adalah diterapkannya program E-Tilang (tilang

55 Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal
Mining, Law Development Journal, Volume 3 Issue 2, June 2021, him.427,
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elektronik) yang diterbitkan oleh Kakorlantas Polri.>®

B. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik

Penyidik adalah “pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau

ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam

!u ) 55 m’ dalald Jailltf Kepolisian Negara
@fblelmh

el undang-undang untuk

melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang

untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang

% Riyanto, Umar Ma'ruf, and Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In
Countermeasures Of Traffic CriminalActs Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police
Images As Community Guidelines, Jurnal Daulat Hukum, VVolume 3 Issue 2, June 2020, him.267.

5 M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, him. 109.
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yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2A
bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus

memenuhi persyaratan sebagaibe

7 ah Inspektur Dua Polisi dan
/\ ~

Fjana strata satu atau yang setara;
dikan paling singkat 2 (dua)

: {Jkan dalam Pasal

N h _.

w [ang Perubahan Atas
. w N EI g u lA ing Pelaksanaan Kitab
)Adeing ke Acaia Pidar i Scbag

ipil paling singkat 2 (dua)

b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan 111/a;

c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain
yang setara;

d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling
sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang
penyidikan.
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Menurut Pasal 3C Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010,
selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat
(1), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik
Indonesia.

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 10_

.".-.

KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik

wa “latar belakang
- ini pada pokoknya
adalah w N g 5'2% u IS A /ﬁkat tertentu sebagai
penyidik."H Azl «!:? !éﬂ?-’i.:?uﬂ /Sekior Kepolisian terpencil, masih
banyak yanb‘dijabarar‘rggma POLR1berpangkat Bintara yang bukan Bintara
tinggi.

Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;

b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi
fungsi reserse kriminal;

% KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan
Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him. 28.
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c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua)
tahun;

d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana
mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di

bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a.

hpat kejadian.
2N’ memeriksa tanda

. ‘Mm ng t:i‘uf-' ,f)enggeledahan dan
e‘a Bk b i -
f hﬂ'l e_k 1@ amotre
g.

‘(@I 'll ‘l-llilll- o 74

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.

i. Mengadakan penghentian penyidikan.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.

dan . diperiksa sebagai

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Yahya Harahap “berasal dari kata sidik yang

38



berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan.” °° Ketika
diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat
dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga dengan adanya
tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi
dan orang yang telah berbuat.

Menurut Pinto sebagaimana dikutip Bambang Tri Bawono,

menyidik (opsiporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat
ng segera setelah mereka dengan

jalan ap /-‘/ jar- kabar yang sekedar-beralasan, bahwa ada terjadi
Y W,

€

¢

‘Eﬂ / l,-'untuk mencari
k/a.61 Penyidikan

9962

perbuatan itu.
Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam

% M. Yahya Harahap, Op.Cit., him. 109.

% Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan
Pendahuluan, Jurnal Hukum, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, him. 62.

61 Hibnu Nugroho, 2012, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,
Media Aksara Prima, Jakarta, him. 67

62 Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi
Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal llmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, 2010, him. 10
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undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah

terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan

tentang :
a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
c. Bagaimana tindak piga
d. -
e.

aliran monistis” dan
!

/
aliran  yang melihat

perbuatan pidana (criminal act) dengan pertanggungjawaban pidana
(criminal responsibility). Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan
antara pengertian perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungan jawab

pidana (criminal responsibility).®*

% AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, him. 148.
6 Sudarto, 2018, Hukum Pidana | Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, him. 51.
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Golongan monistis antara lain :

a. D. Simons; strafbaar feit adalah : “een stafbaar gestelde, on rechmatige,
met schuld verband staande handeling van een toere keningsvatbaar
persoon”. Unsur stafbaar feit adalah : %

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat
atau membiarkan)

Diancam dengan pidal

na:(stafbaar gesteld)

¥
\ UNISSULA

b) Mﬂﬁ:?li,%ﬁ;r’.'a1...;:‘.15_:1::#. 1 tersebut
Wﬁ g menyertai perbuatan
tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung
syarat “open baar” (di muka umum).

2) Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

1) Orang yang mampu bertanggungjawab

% Ibid., him. 51
% Ibid. hIm.52
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2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan tersebut harus
mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat
berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan
mana perbuatan tersebut dilakukan.

3) Tidak ada alasan pemaaf.

b. Van Hammel memberikan definisi Strafbaar feit adalah “een wettelijk

¥
UNISSULA

Vetar olet Bt yaing Iz Gart g

3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
4) Diancam dengan pidana.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut jelas sekali tidak ada

pemisahan antara criminal act (perbuatan pidana) dengan criminal

%7 Ibid, hIm.52
%8 Ibid., him.53
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responsibility (pertanggungan jawab pidana).
Golongan dualistis antara lain :
a. W.P.J. Pompe
Berpendapat bahwa “menurut hukum positif feit adalah tidak lain
daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang”

Strafbaar feit itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum,

Sge J. diancam dengan

r rsebut. Untuk adanya
W UNISSULA

Usan dafa 3 ndang (syarat formil)

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa
seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan sifatnya

bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, perlu syarat

% Ibid., him. 54
7 Ibid. hlm. 55
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formil sebagai unsur tindak pidana dalam penerapan hukum tindak
pidana dilakukan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “tiada suatu perbuatan dapat dipidana
kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang
telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sedangkan syarat materiil
dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul

dirasakan oleh masyarakat.

peraturan perundang-

L.
UNISSULA oo
at melawan huku ertentangan dengan
ERotelunale Jan deng

|
Naiamatiainiametassatan Nas\v/arakas

(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan
pembenar.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai
dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang
dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang
langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana.

Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang
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merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan,
dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun
tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang
tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan
kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang
dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut

diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa

.

penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan
badan.”> Menurut doktrin hukum pidana dinyatakan bahwa penganiayaan
adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan

rasa sakit atau luka pada orang lain.”

"l Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, him. 81

2 Leden Marpaung, 2005, Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika,
Jakarta, him. 5

8 Hasan Alwi, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, him. 35.
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Masalah tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang
penganiayaan KUHP. Pada Pasal 351 disebutkan bahwa penganiayaan
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan
mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun, dan jika mengakibatkan mati, diancam

¥
H n@ @ 5& U erb & sebut berupa kematian.

- I ; L] L1 - - -
”ﬂut"k I@?‘-?L?viﬂ.ﬁnmr'@u a, tidak hidup lagi.™

pada waktu pembentukan

Pasal 351 KUHP, dirumuskan tentang penganiayaan yaitu sebagai berikut:”
1. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan

penderitaan badan kepada orang lain,

4 Ibid., him. 20.
5 Leden Marpaung, Op.Cit., him 6.
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2. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan
kesehatan badan orang lain.
Masalah tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang
penganiayaan KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Menurut doktrin
hukum pidana dinyatakan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka

pada orang lain.”® p
T A

Menurut - atmana dikutip oleh Leden Marpaung,
J ,? .

mengan G2 _ﬂ-’ L au luka pada orang

t atau luka pada

perbuatan itu

f
dari penganiayaan

yang dilakukan dengan

/]

&3
sengaja \ U n‘@ W sg gj Lﬂ. // pada orang lain yang

tampak da “t"ua'? léﬂ‘?’ﬁ.“!!ﬂlng‘a‘:-?d?lqh apat pula mengakibatkan

hilangnya n\]ﬁWﬁ‘:‘é‘S‘EGran'g

3. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan

Kualifikasi tindak pidana penganiayaan penganiayaan dapat dilihat

dari pengaturan KUHP sebagai berikut :"®

6 Hasan Alwi, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, him. 35.
7 Leden Marpaung, Op.Cit., him.5.
8 1bid., him. 50.
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1. Penganiayaan berdasar Pasal 351 KUHP, yang dirinci atas :
a. Penganiayaan biasa
b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
Pasal 351 KUHP menyatakan sebagai berikut :
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama
dua tahun delapan bulan_ atau pidana denda paling banyak

empat ribu lima.ratus rupiah
(2) Jika perbua T ngakibatkan luka-luka berat, yang bersalah

KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa penganiayaan dirinci atas
penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan
penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati. '

Rumusan pasal tersebut menimbulkan kerancuan antara Pasal

® Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 53.
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351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapan timbul
kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP
lazimnya disebut tindak pidana ringan (Tipiring), yang berdasarkan
KUHP (Pasal 205 ayat 1), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan
Negeri. Dengan demikian, tidak melibatkan Penuntut Umum, sehingga
penerapannya mengalami hambatan, antara lain :

a) penuntut umum tidak dapat membuat dakwaan subsidair Pasal 352

A an Pasal 351 ayat (1) KUHP,

W
u N m EE U gal ﬂ. pidana penjara paling

f"""!"lﬂ"y Iéj'{?trﬂﬁlmg‘{'ﬂﬂﬂqm yak tiga ratus rupiah.

itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP
a. Mengakibatkan luka berat
b. Mengakibatkan orangnya mati.
Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang bunyinya

sebagai berikut :
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(1) penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun,

(2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

(3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut d rencana terlebih dahulu

pekerjaa ' 3 encanarran, kehilangan memakai
pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh,
terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau

matinya kandungan seorang perempuan.

80 |eden Marpaung, Op.Cit., him.43.
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4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian
sebagai berikut :
a. mengakibatkan luka berat,
b. mengakibatkan orangnya mati.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 354 KUHP yang bunyinya

sebagai berikut :

(1) barang siapa slukai berat orang lain, diancam karena

melakukan pefiga rat.dengan pidana penjara paling lama
ang bersalah diancam

365 KUHP dengan

Eﬁ N ﬁ S.E- w ané ‘& engakibatkan orangnya
el éanMh
Pasal 3 1oert
(1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun,
(2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Selain tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut

di atas, diatur juga tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan
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sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP. Pasal 358 KUHP menyatakan
bahwa barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau
perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari
tanggungan masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukannya, ia
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan
bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat.
Sedangkan jika penyeranga perkelahian itu berakibat matinya orang

maka dengan hukurp

ar_nanya empat tahun.

.
-aemikian:akibat yang gutkan dalam ketentuan Pasal

&P
salnya sajai; B, & .‘j D mel enyerangan terhadap
*“‘-‘"1"*"? IﬁiﬂL LEnm—-ﬂ-Li. ; sesuatu, maka dapat

dnpersalahkém‘melaﬁggarP sa

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Islam

Tindak pidana menurut Hukum Islam Tindak Pidana dapat diartikan
Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan
dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (ugubah),

yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan
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gabungan antara pengertian “Fikih” dan Jinayah”. Dari pengertian tersebut
dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fikih Jinayah itu secara garis besar
ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya.
Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi
adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah

dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan

y

|an muka dan

P*
s Eﬁ M H ﬁ ﬁ “.’ ’s.. . 3 {ngnya tidak termasuk
fMI@ﬁth /

syajjaj, tetapi u : a]jaj adalah pelukaan pada

bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang
termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti
mata, telinga, dan lain-lain tidak termasuk syajjaj. Menurut Imam Abu Hanifah

syajjaj itu ada sebelas macam, yaitu : 8

81 Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, him. 9
82 1pid. 182.
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10.

11.

Al-Kharishah, yaitu perlukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan
darah.

Ad-Dami‘ah, vyaitu perlukaan yang mengakibatkan perdarahan, tetapi
darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata.

Ad-Damiyah, yaitu perlukaan yang berakibat mengalirkan darah.

Al-Badhi’ah, yaitu perlukaan yang sampai memotong daging.

i sty 2only
AI-Munqu anya'sekadar memotong tulang,
tetapi sampai mcmindahkan posisi tulang dari tempat asalnya

Al-Ammabh, yaitu perlukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada
ummud dimagh,selaput antara tulang dan otak.

Ad-Damighah, yaitu perlukaan yang merobek selaput antara tulang dan

otak sehingga otaknya kelihatan.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, sebenarnya jenis syajjaj yang
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disepakati oleh para fugaha adalah sepuluh macam. yaitu tanpa memasukkan
jenis yang kesebelas, yaitu Ad- Damighah. Hal ini karena Ad-Damighah itu
perlukaan yang merobek selaput otak, sehingga karenanya otak tersebut akan
berhamburan, dan kemungkinan mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya Ad-
Damighah tidak dimasukkan ke dalam kelompok syajiaj.

Sanksi penganiayaan sama dengan sanksi ta’zir yang mana hak

R
UNISSULA
}"k“.’"“ ],r..:‘-‘..J‘n | I L;" ,

=

Wa ’dh, yai | menasthait ael gairazan

h. Hurman, yaitu pencabutan atas sebagian hak maliyyah-nya
i. Tawbikh, yaitu mencela dengan kata-kata
i.  Dan lain-lain.

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allh SWT terhadap

8 Abdurrahman Al-Maliki, 2022, Sistem Sanksi, Pustaka Thariqul 1zzah, Bogor,
him. 149
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pelaku jarimah pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang
terkena hukuman gisas atau diyah bila syarat-syarat gisas tidak terpenuhi. Al-
Qur’an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat

mengenai hukuman gisas, dalam QS. al-Maidah ayat 45, sebagai berikut :

- %% o PP

c }} >0 = >0
}} - 7 _.c-

o2 AP O
Pt ':/ .

~t e LA
51 \34»\

P>
\ /

Artinya: "‘L.._ - k hadap k3 alamnya (At-Taurat)
2 (dibalas) dengas mata dengan mata, hidung

/. dijatuhi hukuman

(dibaIaS) Setiml' "'_'"-"'f""-"-""";"hilll'l'_"I'I-'II'l"li h bila ia membunuh atau

dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman Qisas dijatuhkan atas pembunuhan
sengaja dan penganiayaan sengaja.

Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan gisas
kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka

tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban)

84 Ahmad Hanafi, 1990, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, him. 279.
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tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersbut tidak bisa
direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau
akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang digisas, maka gisas tidak wajib
dan sebagai gantinya adalah diyat.®

Qisas selain jiwa mempunyai syara’ sebagi berikut :

a. Pelaku berakal

b. Sudah mencapai umur baligh. .

C.
d at-dengan darah orang yang

gisas dan yang
tidak ial dian) yang jelas,
seperti s 5. Adapun anggota
tubuh ya ada yang pertama

mungkin bis ket ger Q'QU Vane ke _ . Adapun
persyaratan gAY &ﬁtﬁ”’ R

a. Jangan berlebihan, yai t an pada sendi-sendi atau

pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah

disebutkan contoh-contohnya.

8 Ibid., him. 279
8 Sayyid Sabig, 1990, Fikih Sunnah 10, Al Maarif, Bandung, him. 77.
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b. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan
kanan oleh sebab pemotong tangan Kiri, tidak tangan Kiri karena tanan
kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.

c. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban
dalam segi kesehatan dan kesempurnaanya.

Di samping ada hukuman gisas bagi orang yang melakukan jariimah

pelukaan atau penganiaya Kkuman lainnya berupa diyah yang meliputi
g tain gisas. Menurut A. Hanafi, diyat

denda sebagai ganti \
3"?:';!/ %‘Emﬂ‘ﬂ 5' niayaan semi sengaja dan
NS

1"% 0{;\\ arta benda yan

tidak senda

o
.'}_/
\

wajib ¢

¥
UNISSULA
R N

87 Alfan Maulidin Ichwanto, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana
Islam, Al-Qaniin, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, him. 204
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BAB IlII

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang

Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk aktifitas manusia yang

jerselisihan wilayah

\ /
dagang ata al’ pacar, tidak bisa

atau minuman t;eralkohol, pergésé?(an emosional.®®

Polresta Banyumas sebenarnya telah melakukan upaya pencegahan
dalam penanganan tindak pidana penganiayaan, yaitu dengan mengadakan
kegiatan bersifat preemtif dan preventif. Upaya preemtif diawali dengan deteksi

dini oleh fungsi kepolisian intelijen memberikan gambaran dasar mengenai data

8 Warih Anjari, Kekerasan sebgai Bentuk Kejahahatan (Violence), E-Journal Widya
Yustisia, Volume 1 Nomor 1, April 2014, him. 43

8 Hasil wawancara dengan Iptu Mulyo Handoko, selaku Penyidik Polresta Banyumas, 27
November 2024
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awal. Berdasarkan data tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penanggung
jawab utama vyaitu fungsi teknis Binmas dengan melakukan kegiatan
penyuluhan dan sosialisasi di sekolah-sekolah, instansi swasta dan lembaga
pemerintahan baik tingkat desa sampai kabupaten dan tempat-tempat
keramaian. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh anggota Polresta Banyumas
yaitu himbauan menggunakan media sosial, membuat pamflet atau selebaran

e

dan banner. Selain itu juga me

penganiayaan di wilayah:i ~sehingga diharapkan mampu dapat

i
ary ia

memberika ‘ 5
pengania %
&

libatkan Polisi RW dalam sosialisasi larangan

terkait tindak pidana

5 ar Yar ' k kegiatan patroli
wilayah Pol '\ as melakukan de ‘Era patroli gabungan
dengan mellli U N w gg‘. u H-A 2l dari TNI, Satpol PP,

i - 2 r
Dishub yang bersi H‘FJ-J"!Lyl@fﬁ"iﬂ!-‘iﬁn@ﬁmr!f;m dan malam minggu, dan
i

kamtibmas dan kriminalitas.®
Upaya terakhir penanganan tindak pidana penganiayaan adalah melalui
upaya repesif apabila telah terjadi tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini

tindakan Polresta Banyumas adalah melakukan tindakan penyelidikan dan

% Hasil wawancara dengan Kompol Andryansyah Rithas Hsibuan, selaku Kasat Reskrim
Polresta Banyumas, tanggal 28 November 2024
% 1bid.
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penyidikan. Penyelidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang
dilaksanakan dengan didasari adanya laporan dari masyarakat yang kemudian
ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat kejadian perakra (TKP) selanjutnya
melakukan olah TKP. Dalam olah TKP dilakukan rekonstruksi awal di dalam
tahap penyelidikan untuk mencari pelaku, barang bukti dan mengumpulkan
bahan keterangan dari saksi. Dalam hal korban meninggal dunia, petugas akan

membawa jenazah ke rumah sakit.untuk dilakukan autopsi disertai dengan

e

.".-.

takan bahwa
a paling lama

)

|1
terang serta dap"armmmukan‘daﬁh

Penyidik mempunyai peran penting dalam melakukan suatu identifikasi
dan pendalaman terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
Menemukan kasus posisi menjadi poin penting dalam menentukan dan

menetapkan suatu tindak pidana dan menetapkan tersangka. Penyidik

92 1pid.
9 Kusfitono, Umar Ma’ruf, Sri Kusriyah, Op.Cit., him.263.
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merupakan organ negara yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan,
mengumpulkan bukti supaya tindak pidana menjadi terang.

Penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyidikan terhadap
tindak pidana penganiayaan adalah penyidik Satreksim Polresta Banyumas.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai jumlah penyidik
Satreskrim di Polresta Banyumas yaitu sebanyak 84 orang dan penyidik di

polsek jajaran Polresta Banyumas adalah sebanyak 55 orang, sehingga jumlah

penyidik secara keseluruhz /\h s olresta Banyumas adalah 140

/ mlah 'tersebut, sebé 6 sudah memilik Skep

\ U N ﬁ g‘g u g ﬂ ilaan penyidik tersebut,

: M’E!'l-ial_;’ 'g 1 penegakan hukum terhadap tindak pidana
|1

penganiayaan sé‘cara‘p‘rofésimai.'

Peran penyidik dalam dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan

diharapkan dalé
i

yang mengakibatkan korban meninggal dunia juga didukung oleh sarana dan
prasarana Polresta Banyumas, yang mana sudah memadai untuk penanganan

tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya kendaraan dinas INAFIS

% Hasil wawancara dengan Iptu Mulyo Handoko, selaku Penyidik Polresta Banyumas, 27
November 2024
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yang didalamnya terdapat Toolkit/peralatan untuk olah TKP, sarana prasarana
baik komputer dan ATK sudah memadai dan terdukung dengan anggaran DIPA,

serta sudah terjalin koordinasi yang baik dengan kedokteran forensik.®

U _berpedoman pada

S5
mengakibatkan k {
sama ha 3 t?’ :

)
UNISSULA

Untuk 1 ﬁ"”*r!;’ l@ﬁ?‘dﬁ’v‘:‘:‘.l.ﬁ:ﬁa'ﬂp nyelesaian tindak pidana

penganiayaan }En'g‘rrren'g'crkmm

contoh kasus dalam perkara Nomor LP/B/03/1VV/2024/SPKT/Polsek Rawalo/

kan i | dunia, berikut diuraikan

Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah.
1. Perkara

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.00

% |bid.
% Hasil wawancara dengan Iptu Mulyo Handoko, selaku Penyidik Polresta Banyumas, 27
November 2024
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WIB di Komplek Bendung Gerak Serayu (BGS) ikut Desa Tambaknegara
RT 07 RW 03 Kecamatan Rawalo Kab Banyumas telah terjadi perkelahian
antara WH dengan SF, yang mana dalam perkelahian tersebut SF
menggunakan alat atau senjata berupa pisau lipat berwarna hitam yang
mengakibatkan WH mengalami luka luka sobek dibagian lengan kiri dan
luka akibat tusukan dibagian punggung sebelah kiri yang yang diakibatkan

oleh senjata tajam yang digunakan oleh SF tersebut, WH dibawa ke

-

/ \ nuhan subsider tindak
ida ”}c{ :

sebagaimana

HPidana.

@ |@ ‘ g% u nar K Jengan surat perintah

£

""""'E-I‘I"r"‘_"a:J I@ﬁ’érﬂéﬂmﬁ'ﬂﬂkﬁl‘- eskrim tanggal 20 April

adap DF dan telah di buatkan
berita acara penangkapan pada tanggal 20 April 2024

c. Penahanan
Dalam perkara ini dilakukan penahanan dengan surat perintah
penahanan nomor Sp. Han/ 76/ 1\VV/ 2024/ Reskrim tanggal 21 April 2024
telah melakukan penahanan terhadap tersangka SF dan telah di buatkan

berita acara penahanan pada tanggal 21 April 2024.

64



d. Penggeledahan : -

e.

Penyitaan :

1) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/114/1V/
2024/ Reskrim, tanggal 20 April 2024 telah dilakukan penyitaan
barang bukti berupa :1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dan 1

(satu) buah jaket warna hijau. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto

telah mengeluarkan Surat Penetapan Penyitaan dengan Nomor:

)
CRISSULA

3. Keteranga Tﬁu’i‘g Ié'“?bw:!ch /
Ay

a. Saksi Jé

Saksi JS memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah,
bahwa kronologi kejadian adalah, bahwa awalnya pada hari Sabtu
tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi datang kerumah WH
di Desa Gambarsari Rt 03 Rw 01 Kec. Kebasen Kab. Banyumas saat itu
ada WD, juga ada AM, SN dan BD, kemudian kurang lebih pukul 17.30

BY datang kerumah WH dan By menyampaikan bahwa SF sudah
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menunggu di sebelah barat Bendungan, kemudian WH langsung pergi
setelah itu tidak lama BY pergi menyusul WH bersama dengan SN
kemudian karena khawatir maka saksi bersama AM dan BD menyusul
ke Bendungan sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat WH dan
SF sudah dalam posisi berkelahi dan dalam posisi saling menusukan
senjata tajam, kemudian tidak lama Sdr. WH berlari yang akhirnya

terjatuh, setelah it

u AM_langsung membantu WH untuk bangun dan

ZA\

¥
ﬁﬂ W i gg U lah ﬂ / adi perkelahian yang

Ak '-"a*!u»r!;’ liﬁ-‘[}*!kﬂmﬁ?ﬁh‘r[@s put dan jarak antara saksi
yang digunakan WH dan
SF saat terjadi perkelahian tersebut sama-sama menggunakan senjata
tajam berupa pisau namun saksi tidak tahu secara detail jenis pisaunya,
sedangkan permasalahannya saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu pemilik
pisau yang digunakan masing-masing WH dan SF tersebut dan saksi
juga tidak tahu untuk masing-masing sudah mempersiapkan terlebih

dahulu ataukah tidak. Saat terjadi perkalahian tersebut saksi dan orang
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lain tidak ada yang memisahkan atau melerai perkelahian tersebut
karena saksi takut ikut terkena senjata mereka. luka yang dialami wh
antara lain: luka sobek dibagian lengan kiri; luka akibat tusukan dibagian
punggung sebelah Kiri; luka sobek dibagian perut sebelah Kiri; luka

goresan dibagian kening. Saksi mengantar korban WH bersama dengan

AM. Selain saksi ada orang lain yang melihat kejadain tersebut

diantaranya AM, S -

A
UNHISSULA
dan S ﬁuﬂ!’-yléu1;5*&?*-1-@“.:!4&@

i

membe:%arkan‘bzrarrg‘mn(

dikonfrimasi oleh penyidik.

. Saksi AM

Saksi memberikan keterangan yang pada pooknya sama dengan
keterangan saksi JS, karena dalam peristiwa tersebut, saksi bersama
dengan saksi JS bersama-sama menuju lokasi perkelahian dan yang

menolong korban membawa puskemas.
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c. Saksi SP
Saksi SP memberikan keterangan yang pada pokoknya sama
dengan keterangan saksi JS dan saksi Am, karena dalam peristiwa
tersebut, saksi bersama dengan saksi JS dan saksi AM bersama-sama
menuju lokasi perkelahian dan yang menolong korban membawa
puskemas.

d. Saksi SN

f
§aksi sendiri tidak

."
“ N l E‘é&; U rter ﬂ ﬂng Gerak Serayu ikut

LT ¥
#’uwg Iéﬁ:‘{:ﬁﬂiﬂﬂi’ﬂmf!‘:ﬁh Imas dan sempat duel satu

lawan SIIIHTU_PH'GT:\_S'HAT

Setahu saksi antara korban dan pelaku belum pernah ketemu hanya

ebut saksi berada di lokasi.

lewat telpon. Saksi jelaskan disini bahwa pada saat awal korban belum
tahu kalau pelaku itu orangnya seperti apa namun begitu sampai di
lokasi korban bertanya kepada saksi yang bernama SF yang
menggunakan sweeter warna hijau apa lalu saksi menjawab iya.

Kemudian korban langsung berlari menuju pelaku dan terjadilah duel
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tersebut. Setahu saksi korban meninggal dunia karena mengalami luka
senjata tajam sehingga korban banyak mengeluarkan darah dan sampai
meninggal dunia. Pada saat setelah kejadian korban sempat dibawa ke
puskesmas rawalo karena korban banyak mengeluarkan darah namun
setelah sampai di puskesmas rawalo korban tidak tertolong. Yang
membawa korban ke Puskesmas Rawalo adalah AM dan JS. Saksi

jelaskan sempat melerai namun pada saat itu korban sudah lari dan saksi

rnya, kemudian pada hari
Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib saat saksi sedang
nongkrong diwarung dekat bendungan gerak serayu tidak lama SF
datang kewarung menemui saksi lalu saksi mengatakan “kae goleti
widong, arep ngrampungna masalah” (itu dicari SF, mau menyelesaikan
masalahnya), lalu dijawan SF “ya ora papa” (iya tidak apa-apa),

mendengar jawaban tersebut kemudian saksi menghubungi WH karena
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sebelumnya menitip pesan kepada saksi apabila melihat SF supaya
menyampaikan dicari oleh WF. Setelah saksi memberitahukan WH lalu
saksi mengatakan kepada WH “jere arep ngrampungna masalah karo
sondel kie bocaeh wis neng bendungan” lalu dijawab “ iya wis aku
ngonoh ketemu neng bendungan sebelah kulon, sing sepi”

Mendengar jawaban tersebut kemudian saksi memberitahu kepada SF

L
WN@@@WL& at'itu saksi melihat WH
Al 'SHJJ-WH |é’!£"’i.‘,#’-’|ﬂ.wﬂ.‘5ﬂ:1‘-n sung menusuk SF dengan

|1
mengguh’akan—pisw—dapd?‘;- k bagian lengan tangan

sebelah kiri, setelah itu SF lari menjauh dan mengeluarkan pisau lipat

warna hitam yang sudah dispiapkan oleh SF, dan saat mereka berdua
saling memegang pisau kemudian terjadi perkelahian dan saring serang,
yang mengakibatkan WH terkena beberapa tusukan pisau oleh SF
kemudian WH lari menjauh kabur dan mendekati ke temannya dan

setelah itu WH dibawa oleh temannya menjauh dari lokasi, melihat WH
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kabur kemudian saksi mendekat kepada SF dan menolong SF yang
terkena tusukan pisau olen WH, setelah itu SF dibawa ke daerah Desa
Bentul untuk diobati, setelah itu mereka pergi kerumah BG di Desa
Cindaga untuk istirahat, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib

datang dari pihak kepolisian dan mengamankan SF untuk dimintai

keterangan terkait kejadian tersebut. Kejadian penganiayaan yang

bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut adalah SF. Sewaktu
melakukan penangkapan terhadap SF tersebut saksi bersama dengan AG
dan anggota tim Resmob Polresta Banyumas. Untuk SF sampai
ditangkap karena diduga telah melakukan penganiayaan yang
mengakibatkan kematian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira

pukul 18.00 wib di komplek Bendung Gerak Serayu ikut Ds.
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Tambaknegara RT 007 RW 003 Kec. Rawalo Kab. Banyumas.

Saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan SF
tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024
sekira pukul 18.00 wib di komplek Bendung Gerak Serayu ikut Ds.
Tambaknegara RT 007 RW 003 Kec. Rawalo Kab. Banyumas telah
terjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian kemudian tim

Resmob Polresta Banyumas:melakukan penyelidikan untuk mengetahui

_, dtan. didapat informasi bahwa pelaku

[
H W ] gg u Lﬂ. Skrim untuk di mintai

n'-'?-ubﬂé:? Ié?’?‘i:‘fﬂé‘.l,nﬁs'.ibii ah BG terdapat barang

bukti y; I a1 (sa ahpisau lipat berwarna hitam
yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut. pada
saat pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan.
g. Saksi AG (anggota Polri)
Saksi AG memberikan keterangan yang pada pokoknya sama
dengan keterangan saksi HR, karena saksi AG bersama-sama dengan

saksi HR yang melakukan penangkapan terhadap SF yang diduga
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sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban WH
meninggal dunia.
. Saksi ZS (ahli)

Sebelum ahli memberikan keterangan dalam kaitan tindak
pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana,ahli bersedia untuk

mengucapkan janji atau_sumpah di hadapan penyidik/pemeriksa dan

dan atau

an.. menurut keahlian

21 April 2024
Im dan permohonan
Direktur  RSUD

&3
w N %Q g.‘ L A at dari Kasat Reskrim
‘;\“"J-'lﬁ"y l@?ﬁbﬂﬂhfﬁ?ﬂi@ Reskrim, tanggal 21 April

akrbatkan meninggal dunia.

Bahwa saksi ahli melakukan pemeriksan terhadap seorang laki-
laki yang sudah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024 di ruang
Instalasi Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto dalam
hal ini ahli bertindak sebagai dokter yang bekerja pada Intalasi Forensik
dan Medikolegal Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Dapat

ahli jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan ditemukan
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fakta-fakta sesuai dengan Visum Et Repertum yang ahli buat sebagai
berikut :
No. 474.3/00170/IKFM/02-05-2024, tanggal 02 Mei 2024.
1) Faktayang berkaitan dengan identitas korban :
a) ldentitas Umum : Laki — laki; panjang badan : seratus enam puluh

lima sentimeter; warna kulit : sawo matang; ciri rambut : rambut

&p
s e RACL
ARGsEaA ot s T

a) \I:Eb’crm—maya‘r arna eran~ kebiruan, tampak di

punggung dan pinggang, hilang dengan penekanan
b) Kaku mayat : Seluruh tubuh, masih mudah dilawan.
¢) Pembusukan : Belum ditemukan pembusukan.
3) Fakta dari pemeriksaan tubuh :
a) Kepala : Daerah berambut : Tidak ditemukan luka terbuka

maupun tertutup di kulit kepala berambut; Setelah kulit kepala
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b)

dibuka tidak terdapat resapan darah di bawah kulit kepala;
Tulang tengkorak tampak utuh; Tidak ditemukan retak maupun
patah tulang kepala; Setelah tulang kepala dibuka, tidak
ditemukan perdarahan didalam rongga kepala

Wajah : Terdapat tiga buah luka terbuka pada dahi; Luka
pertama berbentuk tidak teratur dengan ukuran satu koma

kali nol koma lima sentimeter, dan dalam nol

tidak teratur

koma lima

¥
U ;q 1 sg U Lﬁ fingan dan dasar luka

" *""'Eu“'%;) I@éﬁvﬂlmﬁﬁ?!ﬁh- atas kiri luka kedua,

nol koma lima sentimeter
kali nol koma lima sentimeter, dan dalam nol koma lima
sentimeter. Kedua sudut luka tumpul batas luka tidak tegas tepi
luka tidak rata. Tebing luka tidak rata, terdapat jembatan
jaringan dan dasar luka jaringan ikat.

Mata : Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup pada mata;

Terdapat selaput lendir mata (konjungtiva) berwarna pucat.
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d) Hidung : Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup pada hidung

e) Bibir dan Mulut : Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup
pada bibir dan mulut

f) Telingga : Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup pada
telingga

g) Leher: Tidak ditemukan jejas terbuka dan tertutup pada leher.

h) Bahu: Tidak dlt m Jejas terbuka dan tertutup pada bahu.

S rongga dada dan

” W i s: @J o S ﬂ fengan kedalaman satu

\\, ~e2ldawl! l)“{"d,:-"ln-m-ir.ﬂd?ym 4 dada dibuka ditemukan
\ N

an di dalam rongga dada

Kiri sebanyak kurang lebih dua ratus mililiter; Paru berwarna

pucat, perlengketan paru, luka pada punggung tembus ke paru

bagian kiri dengan ukuran Panjang dua sentimeter dengan
kedalaman satu koma dua sentimeter.

J) Perut: Terdapat luka terbuka di perut bagian bawah Kiri, bentuk

memanjang serong kdari sisi dlam bawah ke arah atas luar.
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Ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan
kedalaman satu koma lima sentimeter. Sudut luka sisi luar lancip
dan sisi dalam tumpul. Batas luka tidak tegas tepi luka rata.
Dasar luka jaringan otot; Setelah rongga perut dibuka tidak
resapan darah maupun cairan lain didalam rongga perut;
Lambung berwarna pucat setelah lambung dibuka, lambung

tampak berisi ma

lebih :-*"/
Bo a__/ ak dit¢ 0 ermukaan bokong kanan dan

anan setengah padat dengan volume kurang

/

{
1

atas kanan tidak
il atau tajam; Pada

@ N @ E:gi u lap ﬂ / luka terbuka; Luka
N ':E’nyy !@i‘?{;‘—uﬂln{;ﬂﬁbge atur memanjang dari atas
rfan sentimeter kali tiga

sentimeter kedalaman tiga sentimeter. Kedua sudut luka lancip.

Batas luka tidak tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan

jaringan. Dasar luka jaringan otot. Tampak pembuluh nadi besar

di lengan atas bagian bawah Kiri terpotong; Luka kedua berada

dibawah luka pertama, berbentuk memanjang dari atas kebawah

teratur dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter
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dan kedalaman lima sentimeter. Kedua sudut luka lancip. Batas
luka tidak tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan.
Dasar luka jaringan otot. Tampak pembuluh nadi besar di lengan
bawah bagian atas kiri terpotong; Luka ketiga berada di sisi luar
luka kedua, berbentuk memanjang dari atas kebawah teratur
dengan ukuran tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter dan

kedalaman' eter. Kedua sudut luka lancip. Batas luka

S ; tidak terdapat jembatan jaringan.

et
LU ISEULA
b Beld U I@Hﬂiﬁﬁﬂ.ﬁ??ﬂﬁkﬁ- at Benzodiazepine

Kesim&uian :

Dari fakta — fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan atas
korban tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-
laki umur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan : Waktu
kematian kurang dari dua belas jam dari periksaan dan kurang dari
empat jam setelah makan terakhir; Luka robek di dahi akibat kekerasan

benda tumpul; Luka tikam di punggung akibat kekerasan benda tajam
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menembus rongga dada disela Iga kedua dan melukai paru-paru bagian
kiri yang menyebabkan perdarahan di rongga dada kiri; Luka tikam di
perut Kiri bawah tidak sampai menembus rongga perut; Luka tikam pada
lengan kiri atas dan bawah akibat kekerasan tajam yang menyebabkan
putusnya nadi besar di lengan dan menyebabkan perdarahan hebat; Luka

lecet pada ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan urine

di perut kiri bawah tidak
sampai menembus rongga perut; Luka tikam pada lengan kiri atas dan
bawah akibat kekerasan tajam yang menyebabkan putusnya nadi besar
di lengan dan menyebabkan perdarahan hebat; Luka lecet pada ibu jari
kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan urine terdapat positif
zat Benzodiazepine.

Ahli  menjelaskan, dari fakta-fakta pemeriksaan terhadap
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seorang laki- laki atau manusia yang ahli lakukan tersebut yang mana
sudah ahli lakukan pemeriksaan dan tertuang dalam Visum Et Repertum
kemudian mengambil sampel cairan urine untuk diperiksa zat yang
terkandung di dalam cairan urine dan pemeriksaan cairan urine terdapat
positif psikotropika golongan Benzodiazepine.

Ahli menjelaskan bahwa luka terbuka pada lengan kiri yang

menyebabkan terpotongnya..pembuluh darah besar, Ahli jelaskan

hasil tersebut pe s ar (arter) adalah pembuluh darah

d _ .
m H I gg U Lﬁ ~orensik Rumah Sakit

Soek LL—,—' I“'w"*i""‘x..rum ~\2‘Eﬁ',=3?v at luka tikam di punggung

hebat.
4. Keterangan tersangka
Tersangka memberikan keterangan, bahwa sebelumnya tersangka
tidak melakukan janjian, sebelum kejadian tersangka sedang dirumah
Kedungrandu kemudian DK datang menjemput tersangka dan mengatakan
pada tersangka bahwa tersangka dicari BY disuruh ke Bendungan dan pada

saat DK menjemput tersangka BY menelpon DK dan telpon tersebut
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diserahkan kepada tersangka, dalam telpon tersebut BY mengatakan bahwa
“ngeneh kie maring bendungan, arep ngrampungna masalah karo WH”
(kesini ke Bendungan, mau menyelesaikan masalah dengan Korban)
kemudian setelah itu tersangka berangkat menuju Bendung Gerak Serayu
membonceng DK. Awalnya tersangka mau datang karena tersangka
penasaran dan ingin tahu permasalahan yang sebenarnya antara tersangka

dan WH sehingga tersangka;.berharap dari pertemuan tersebut bisa

al W w : gg U E—ﬂ. (@ dan WH menitipkan

pesan kepad ﬂu«ak’ '@vﬁ{;r!hﬂ.-;-:mut@ Jhajar tersangka ketika di
|

L1
Rutan Banﬁrunm—daﬁ—kejad’f

tersangka sedang dicari oleh WH dan saat itu tersangka diancam akan diberi

ngka baru tahu bahwa

pelajaran ketika di dalam Rutan, setelah tersangka keluar menjalani
hukuman WH juga pernah mengirim pesan whatsapp kepada tersangka
bahwa mencari tersangka dan mengajak untuk berkelahi, ketika tersangka
menjawab dan menanyakan kesalahan tersangka WH tidak menjawab dan

hanya ingin berkelahi dengan tersangka sehingga pada saat BY mengajak
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tersangka bertemu dengan WH tersangka mau dengan tujuan untuk mencari
tahu permasalahan yang sebenarnya kenapa WH selalu mencari tersangka.

Tersanga melakukan penganiayaan dengan cara tersangka
memegang pisau lipat warna hitam menggunakan tangan kanan kemudian
tersangka arahkan kearah korban dengan tenaga kuat dan membabi buta

dengan jarak kurang lebih 50 cm dan posisi berhadapan dengan korban

U @'ﬁ I g‘g w Kin ﬂ, -'fSetahu tersangka saat

fiagaal duia gy 2L =S /)
J ada hari Sabtu tanggal 20

April 2024 sekira pukul 14.00 wib DK datang menjemput tersangka di

rumah Kedungrandu dan mengatakan pada tersangka bahwa tersangka
dicari BY disuruh ke Bendungan dan pada saat DK menjemput tersangka
BY menelpon DK dan telpon tersebut diserahkan kepada tersangka, dalam
telpon tersebut BY mengatakan bahwa “ngeneh kie maring bendungan, arep

ngrampungna masalah karo WH” (kesini ke Bendungan, mau
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menyelesaikan masalah dengan korban) kemudian setelah itu tersangka
berangkat menuju Bendung Gerak Serayu membonceng DK dengan
membawa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam di saku celana tersangka,
setelah sampai di sekitar Bendung Gerak Serayu kami menuju ke Warung
DD yang terletak di sebelah timur bendungan, disitu sudah ada BY, AS dan

BG kemudian BY mengatakan bahwa tersangka dicari oleh WH dan

]
,i"ngin meluruskan

”. Kemudian sekitar

WH Iangsuﬁ'g‘trerl’ari‘menn‘ek

hal tersebut tersangka berlari mundur untuk menghindar namun WH sudah

membawa pisau, melihat

menyabetkan pisau ke lengan Kkiri tersangka dan berusaha menusuk
tersangka, kemudian pada saat tersangka berlari mundur tangan kanan
tersangka sambil mengambil pisau lipat di saku celana tersangka kemudian
setelah tersangka berhasil mengambil pisau tersangka memegang pisau lipat

warna hitam menggunakan tangan kanan dan tersangka arahkan pisau lipat
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tersebut kearah korban dengan tenaga kuat dan membabi buta dengan jarak
kurang lebih 50 cm dan posisi berhadapan dengan korban kurang lebih
tersangka menusukan pisau lipat kepada korban sebanyak 4 kali dan
mengenai bagian lengan kiri dan tangan Kiri korban serta perut korban
kemudian korban berbalik untuk menjauh namun saat itu tersangka masih

menusukan pisau lipat dan mengenai punggung bagian kiri korban setelah

itu korban berlari menj'l membuang pisau yang di pakainya dan
berteriak “kie k' itg i
alt -:_ﬂ )

&2
UNE%@ULA emannya dan dibawa ke

Puskesmair,,H f:ﬂf“wfyli.'#bi‘iﬂmqrﬂml;g. epeda motor, setelah itu
tersangka ml'leTU]'U'WHTUT'I'g'D ama B'Y dan AS kemudian tersangka
membuang pisau milik WH di sekitar warung DD, setelah itu tersangka
bersama BY, BG dan AS ke Apotik di daerah Kebasen untuk membeli
Kapas, Alkohol, Betadine dan kain kasa, kemudian tersangka bersama
teman-teman tersangka menuju ke Pertigaan Bentul Kebasen dan disitu
tersangka membersihkan luka dan memperban luka tersangka, setelah itu

tersangka bersama teman-teman tersangka menuju rumah BG di daerah
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Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas kemudian pada sekitar pukul
22.00 wib kami didatangi pihak kepolisian dan di bawa ke Polresta
Banyumas untuk menjalani pemeriksaan

. Barang bukti

Penyitaan barang bukti berupa:

o

1 (satu) buah pisau lipat warna hitam.

. 1 (satu) buah jaket warna hij

N

}éira pukul 18.00
esa Tambaknegara
terjadi perkelahian

| &P
antara w i@ z g g w Nl ﬂ S5F, dalam perkelahian

tersebut é "L-#LL#LJ Ii‘ﬁd "'"FJ«« q.ﬂrh_in: Da pisau lipat berwarna
hitam yang ka sobek dibagian lengan
kiri dan luka akibat tusukan dibagian punggung sebelah kiri yang yang
diakibatkan oleh senjata tajam yang digunakan oleh SF tersebut, kemudian
WH dibawa ke Puskesmas Rawalo namun akhirnya meninggal dunia. Atas
kejadian tersebut SF diduga melakukan tindak pidana pembunuhan subs

tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP subs Pasal 351 ayat (3)
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KUHPidana.

. Analisis yuridis

Pelaku tindak pidana pembunuhan subsider tindak pidana penganiayaan
yang menyebabkan matinya orang bagi tersangka Tersangka SF dapat
dikenakan Pasal 338 KUHP subs Pasal 351 ayat (3) KUHPidana. Unsur-

unsur yang terkandung dalam Pasal 338 KUHPidana, yaitu :

¥
UNISSULA
m:?lL;ng I @é:}ﬂﬁw{‘;ﬂr‘{iﬂ

1~ adalah dengan sengaja
melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain, dalam
hal ini berdasarkan keterangan BAP tersangka SF diperoleh fakta jika
korban WH dengan membawa pisau dapur yang sudah dibawanya dari
rumah langsung berlari mendekati Tersangka, melihat korban
mendekatinya, tersangka berlari mundur untuk menghindar namun

korban menyabetkan pisau yang dibawanya ke lengan kiri tersangka dan
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menusuk perut tersangka, selanjutnya tersangka berlari mundur sambil
tangan kanan tersangka mengambil pisau lipat di saku celana tersangka
dengan memegang pisau lipat warna hitam menggunakan tangan
kanannya kemudian tersangka mengarahkan pisau lipat tersebut kearah
korban dengan jarak kurang lebih 50 cm posisi berhadapan dengan
korban lalu tersangka menusukan pisau lipat ke arah korban sebanyak 4

(empat) kali yang mengenat-bagian lengan Kiri dan tangan kiri korban

s
.-'".
¥

dan perut ko erbalik menjauh untuk menghindar
ersa AS 2 lipatnya ke korban dan

U w u ﬁ?‘w’ w 31_& eluarkan dari Rumah

. b I .* ® L] -
Sakit LH mf-l-*f‘r!ijl@"?ﬁ)‘l‘ﬂi-q»m‘!@p 0 Soekarjo Purwokerto
|1
padatan"ggal‘OZ‘lVlFi'Zom

dalam kesimpulannya korban meninggal dunia akibat pendarahan yang

antoleh dr. ZY menerangkan

hebat akibat luka tikam di punggung. Berdasarkan fakta tersebut di atas
dimana tersangka dengan sengaja menusukan pisau yang dibawanya ke
arah punggung korban yang menembus kebagian dada yang
menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur

“dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi.
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Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana,
yaitu :
a. Penganiayaan
Yang dimaksud unsur “penganiayaan” adalah perbuatan dengan
sengaja menyebabkan perasaan sakit atau luka. Dalam hal ini tersangka
SF dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan sakit atau

luka terhadap korba luka yang diderita korban antara lai

luka tikam di punge kekerasan benda tajam menembus

rongga d .-.r.

di perut Kiri

am pada lengan

L
UNISSULA
b, Yang heRyebabkan MakiAOEAG, ~ |

imbulkan atas perbuatan

tersangka SF korban WH meninggal dunia (mati). Hal tersebut
dibenarkan oleh para saksi dan diakui oleh tersangka SF. Dengan
demikian unsur “yang menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi.
Maka unsur tindak pidana pembunuhan subsider tindak pidana
penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh

tersangka SF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP subs Pasal 351
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ayat (3) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.
Kesimpulan

Berdasarkan alat bukti yang ada sesuai Pasal 184 KUHAP yaitu
keterangan saksi, petunjuk dan keterangan tersangka maka dapat disimpulkan
bawha dari keterangan para saksi dengan didukung oleh barang bukti yang

ada telah memberikan petunjuk dan keterkaitan keterangan bahwa telah

&2
Gk SULA

berikut :

1.

Penerimaan laporan dan melakukan kajian awal

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perkap Polri Nomor 6 Tahun
2019 disebutkan, bahwa pada SPKT/SPK yang menerima
laporan/pengaduan ditempatkan penyidik/penyidik pembantu yang ditugasi

untuk :
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a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan
polisi; dan
c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang
melaporkan atau mengadu kepada Polri.
Penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia diawali dengan dengan adanya

laporan dari masyara .ﬁ'/\\

s ﬁ\ " s
5 T‘I*' ' P). Pada contoh kasus,

/ ,.éan olah TKP

or aS| awal terkait

arga korban. Dalam hal ini penyidik

UNJQ'E’:WL& 2 6 ada di lokasi atau
A uf‘! »U l ‘i',‘adul-“lnw’ K mendokumentasikan olah TKP

parang bukti dan kondisi di
sekitar TKP. Barang bukti yang ada ditemukan selanjutnya diamankan oleh
penyidik seperti senjata, pakaian, atau benda lain yang relevan dalam
perkara. Hasil temuan dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan untuk
digunakan untuk proses tindak lanjut Selanjutnya dilakukan gelar perkara
untuk menentukan apakah merupakan tindak pidana atau tidak.

Tindakan di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Psal 9
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Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyelidik
wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada penyidik.
Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib
dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga
tindk pidana atau bukan tindak pidana.

Pada contoh kasus, penyidik berdasarkan bukti permulaan

merupakan tindak pidana

ehingga kemudian diterbitkan surat

i

L
m W ﬁ g@ w ke n A Rumah Sakit Margono

'\ A P : . .
' Lﬁ"’u*".]it '&rr.hrﬂﬂing‘-{msr[@ g meminta psersetujuan

L
dari pihak Kefuarga korban untuk

konflik sosial.

autopsi untuk menghindari

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 133 KUHAP yang
menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan
menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga
karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter
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dan atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis,
yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau
pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Selanjutnya, mayat
yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah
sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap

mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan

L
URISSULA

penyidik ANEEANIGE 8 '@}?’ﬂﬁ*uﬁlmﬁtﬁil{h
!
L

atas perintah penyidik. Penyidik ata

penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat
perintah tugas.
. Melakukan penahanan terhadap tersangka

Pada contoh kasus, terhadap tersangka dikenakan tindakan
penahanan, atas dasar surat perintah penahanan dan atas tindakan tersebut

telah dibuatkan berita acara penahanan. Penyidik melakukan tindakan
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penahanan terhadap tersangka karena dianggap memenuhi syarat, seperti
kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi
perbuatan.

Tindakan penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka
sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perpol Nomor 6 Tahun 2019

yang menyatakan, bahwa penahanan dilakukan oleh Penyidik terhadap

'S;ang menimbulkan
f

w N ﬁ E‘,;-g u L ﬂ melarikan diri, merusak

m'JvL#ﬁ_k’l@'?bﬁ.‘a.‘.ﬁi;‘aﬂn@ langi tindak pidana.

. Melakukan penyitaan

Pada contoh kasus, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti

disertai dengan surat perintah penyitaan dan dibuatkan berita acara
penyitaan. Adapun benda yang disita adalah yang terkait dengan tindak
pidana yang sedang disidik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21
Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyitaan

dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang
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berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi
Dengan surat perintah penyitaan; dan surat izin penyitaan dari ketua
pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

. Melaksanakan gelar perkara

Pada contoh kasus, gelar perkara merupakan tahapan penting dalam

proses penyidikan dalam rangka.menilai dan menentukan kelanjutan suatu

perkara apakah meru ;ﬁff(/\ﬂ ana atau bukan tindak pidana. Gelar

didukung barang bukti

&3
URISSULA
melalui mek *"W.-'Jf lé-‘wf?!;?u&hﬁ?:ﬂr!,;;n gkap tangan. Selanjutnya

pada PasaIEZ‘cfrsmn‘mka‘rr

a. menentukan tindak pidana atau bukan;

a biasa dilaksanakan untuk :

b. menetapkan Tersangka;
c. penghentian penyidikan;
d. pelimpahan perkara; dan

e. pemecahan kendala penyidikan.
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8. Memeriksa saksi dan pelaku
Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan,
kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan atau barang bukti
maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga
kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak
pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara

pemeriksaan.

L /i
“ ﬂ@ m sg W es ‘_.‘ as. Sedangkan untuk

H“J-'LH'E I@E&*ﬂ'ﬁm!ﬁi’i&@h akan permohonan untuk

ang mengakibatkan korban
meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, tersangka diberikan haknya
untuk didampingi oleh penasehat hukum, dan tersangka bersedia
didampingi oleh penasehat hukum. Hasil pemeriksaan selanjutnya
ditungkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh
terperiksa dan penyidik.

Pelaksanan peran penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap
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saksi, ahli dan tersangka tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Perkap
Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan
olen Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan
tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan
pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan tersebut saksi, ahli
maupun tersangka bertu;ua ~untuk mendapatkan alat bukti dalam proses

N

penyidikan menda ai an.saksi, ahli dan tersangka yang

#
WNQ'SQULHI jang waktu yang wajar
"-"LL-#H liﬂ“{?‘” l.nﬁﬂﬁluﬁr diharuskan memenuhi

L
panggilan tersebut. Tidak adanya pe

terhadap saksi dan tersangka adalah karena saksi yang diperiksa telah ikut

ang sah dalam pemeriksaan

dibawa pada saat penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan saksi lainnya
adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan sehingga tidak
dilakukan pemanggilan dengan surat panggilan.

9. Membuat resume berkas perkara dan menyusun berkas perkara

Penyidik membuat resume berkas perakara, yaitu ringkasan dari
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dokumen penyidikan yang berisi informasi inti terkait tindak pidana, alat
bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, serta kesimpulan penyidik.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penelaahan dan pelimpahan
perkara ke kejaksaan. Setelah membuat resume pemeriksaan, penyidik
selanjutnya menyusun berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan.

Penyusunan berkas perkara merupakan salah satu tugas penting penyidik

¥
\ UiNISSULA

i

kegiatan penyidikan dan
telah menyelesaian pemberkasan, segera mengirimkan berkas perkra ke
Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam hal ini penyidik berkoordinasi dengan
JPU untuk memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan
ke pengadilan. Selanjutnya penyidik segera mempelajari dan meneliti
kelengkaan berkas. Apabila berkas kurang lengkap, maka akan

dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik disertai dengan petunjuk
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kelengkapannya. Selanjutnya, penyidik melengkapi berkas perkara sesuai
dengan petunjuk JPU, setelah lengkapi kembali diserahakan ke JPU. Dalam
hal JPU tidak mengembalikan berkas perkara, artinya berkas perkara sudah
lengkap.

Pelaksanaan peran penyidik dalam pelimpahan berkas perkara ke

penuntut umum sejalan dengan Pasal 28 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019

yang menyatakan bah ahan berkas perkara ke Penuntut Umum

~
“h
10]2

/ lam waktu tujuh hari

asil penyidikan itu sudah

L1
lengkap atatr befum. Dafam hal

penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai

ternyata belum lengkap,

petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam

waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus

sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum
11. Melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan (tahap 2)

Penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU
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setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Penyidik menyerahkan barang
bukti dan tersangka kepada penuntut umum untuk kepentingan penuntutan.
Dengan diserahkannya barang bukti dan tersangka, maka proses penyidikan
telah selesai. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Perkap Polri
Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyerahan tersangka dan
barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh

Penuntut Umum.

dalam pen dana pen \L g mengakibatkan korban
al'c ang3 ! A S \ a. disebutkan bahwa
p Y,

asar bagi jaksa

hukum ke tahap

penuntut

penuntutan. menjadi dasar bagi

penuntut um " I akan menurangi risio
i

|1
gugurnya perka'i‘a‘karEn’a‘kEkUTanﬁan pukti-atau kesalahan prosedur.

Pelaksanaan peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana
penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah sesuai dengan
teori peran, yaitu peran normatif, peran ideal dan peran yang dilakan diri sendiri.
Dalam hal ini penyidik telah menjalanka peran normatif, yaitu peran yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini

penyidik telah bertindak melakukan serangakian tindakan penyidikan sesuai
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP, Perkap
Polri Nomor 6 Tahun 2019, untuk mengungkap tindak pidana dengan
menemukan tersangkanya, mengumpulkan alat bukti yang sah guna
penyelesaian tindak pidana. Penyidik juga telah melaksanakan peran ideal,
dimana sebagai aparat penegak hukum telah bertindak sebagai pengayom bagi

masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai

um Soerjono
ihi oleh faktor

dan prasarana,

HP, KUHAP dan
& [

Perkap Polrhl lomor 6 Tahun 2019 yat W njad, an bagi penyidik dalam
penyelesa|an \ mﬂl.m.‘!f I@ém?ufﬂvr}‘ﬂﬁ',fm engakibatkan korban
meninggal dunlia._D’JramrTalisfg‘

tindakan pelaku dapat disangkakan dengan Pasal 338 KUHP tentang

idik berpendapat bahwa

pembunuhan subsider Pasal 153 ayat (3) tentang penganiayaan mengakibatkan
matinya orang. Demikian halnya dalam hukum acara pidanya, KUHAP telah
memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melaksanakan perannya dalam
penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban

meninggal dunia melalui serangkaian tindakan penyidikan.
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Faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidiknya sendiri
yang mana telah melaksanakan perannya secara profesional dengan
mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta untuk mengungkap terjadinya
tindak pidana. Dalam hal ini penyidik selalu berkoordinasi dengan Jaksa
Penuntut Umum dalam penanganan perkaranya, dan dengan pihak RSUD Prof.
Dr. Margono Soekarjo dalam pelaksnaan autopsi terhadap korban untuk

mengetahui penyebab kematian karba

Faktor saran z al ini penyidik dalam pelaksanaan
.-__.-" oy .
diduk 0

peannya telah

n 1 clara Jidalamnya terdapat

ot .
w 2?‘; n gs U Kib ﬂ pan meninggal dunia.

Namun demikis r*"l-l«r&) ! i&&igrﬂ;ﬂ..fg:a,-a.?&.p ak ingin terlibat dalam

proses penyeles"ai‘an‘r’mdakpma

penyidikan tindak pidana.

enjadi saksi dalam proses

. Hambatan Dan Solusi Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Pelaksanaan peran penyidik dalam penyelesaian tindak penganiayaan

yang mengakibatkan korban meninggal dunia mengalami beberapa hambatan,
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yaitu : ¥
1. Tempat kejadian perkara (TKP) sudah berubah
Penyidik terkadang menghadapi kendala dalam olah TKP, dimana
kondisinya sudah berubah tidak lagi sama pada waktu terjadinya tindak
pidana penganiayaan. Hal ini diakibatkan karena terlalu banyak orang yang
masuk ke lokasi tanpa prosedur yang tepat. Selain itu, faktor cuaca seperti

turunnya hujan juga dapat_mengubah tempat kejadian perkara. Kondisi

J akibatkan korban

lengelabui penyidik
/

&2
'i., En@ ‘ Eg “ fau ﬂ yang digunakan untuk
menganiays M"L!r![”if‘?tﬂ!iﬂl-qﬂmﬁbﬁ hat penyidik dalam proses

i
L1
pengumpulé‘r'l‘trar’mg‘bukri.'

maka akan semakin sulit menemukan barang bukti.

ang” bukti dibuang di sungai,

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik melacak
lokasi pembuangan barang bukti dengan menggali informasi dari saksi

maupun pelaku atau orang yang mengetahui kejadian untuk menentukan

% Hasil wawancara dengan Iptu Mulyo Handoko, selaku Penyidik Polresta Banyumas, 27
November 2024
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lokasi barang bukti. Dengan berbekal keterangan yang diperoleh dari pelaku
atau saksi, penyidik dapat melacak lokasi barang bukti.
. Adanya ancaman dari pihak pelaku kepada keluarga korban

Pihak korban tindak pidana penganiayaan ada yang mendapat
ancaman dari pihak pelaku. Hal ini mengakibatkan kelurga korban
ketakutan denga adanya ancaman tersebut, sehingga tidak dapat dalam

memberikan keterangan

penyidik tidak maksimat

ragu. Akibatnya keteranan yang diperoleh

ik, o
H P@ ﬁ g ﬁ w © ﬂ ggan menjadi saksi

mf.'vl-rg‘.'.y I@‘»E‘F&ﬂﬁqﬂmﬂg- jana penganiayaan yang

I karena masyarakat takut
jika terlibat menjadi saksi, kemungkinan pelaku akan menaruh dendam
kepadanya pada saat sudah selesai proses pidana. Selain itu, masyarkat
enggan menjadi saksi karena tidak mau terlibat dalam proses hukum yang
panjang dan memakan waktu yang lama.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan

memberikan pemahaman pada masyarakat, bahwa menjadi saksi dalam
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peristiwa pidana adalah kewajiban warganegara dan prosedurnya tidak
rumit serta tanpa biaya serta dilindungi oleh undang- undang.
5. Saksi tidak kooperatif
Saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiyaan yang
mengakibatkan meninggalnya orang terkadang tidak kooperatif dengan
memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini

dikarenakan saksi adal 1. dari tersangka, sehingga takut jika nanti

pelaku balas de isa juga saksi takut jika nantinya

pidana pengani"ayaan‘yar‘rg—me ibatkan—korban-meninggal dunia tersebut

mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga proses penydikan menjadi
terhambat. Hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto
yang mana penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor
aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan
faktor budaya.

Terhambat peran penyidik dalam penyelesian tindak pidana
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penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipengaruhi oleh
fakor masyarakat. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait
pentingnya proses penyidikan dan mengakibatkan masyarakat bebas keluar
masuk lokasi kejadian sehingga mengakibatkan keadaan TKP sudah berubah.
Masyarakat juga enggan menjadi saksi, ketakutan dari pihak korban yang
mendapat ancaman dari pihak pelaku, saksi yang tidak kooperatif, serta dari

enghilangkan barang bukti, merupakan

pihak pelaku sendiri yang _-,,-r

&3
\ UN|5§ULA
”'!!”131 u h
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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan korban meninggal dunia sangat penting dalam proses

tindak pidana

S Zagaimana diatur

&2
u N . _ss u '" A yelesaian tindak pidana

aar q o atl ggal dunia adalah Tempat

kejadian perkara (TKP) sudz;lh berubah, upaya pelaku untuk menghilangkan
barang bukti, adanya ancaman dari pihak pelaku kepada keluarga korban,
kesulitan mencari masyarakat yang mau dijadikan saksi dan saksi tidak
kooperatif. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah menghimbau warga
masyarakat untuk membantu mengamankan tempat kejadian perkara,
melacak lokasi pembuangan barang bukti, meyakinkan keluarga korban

bahwa kepolisian akan membantu mengungkap pelaku penganiayaan,
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memberikan pemahaman pada masyarakat tentang kewajiban masyaakat
menjadi saksi dan perlindungan hukumnya, pemeriksaan terhadap saksi

dengan pendekatan persuasif.

B. Saran

1. Bagi Polri, hendaknya segera bertindak cepat menuju TKP agar diperoleh

fakta akurat mengenai kejadian

;/A\\
Cicl | o O

UNISSULA
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